
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  

NOMOR 41 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN  2016   

TENTANG   SUSUNAN  ORGANISASI   DAN  TATA  KERJA  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang  : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan 

Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur serta uraian 

tugas dan fungsi salah satu unit kerja pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2755); 

 

 

 

 

SALINAN 



- 2 - 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 

14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi danKabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2018 Nomor 6); 

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan 

 

: 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH. 

   

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung 

Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 2 huruf b ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Dinas Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah terdiri atas: 

a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Program. 
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b. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data, terdiri 

dari 3 (tiga) subbidang, yaitu: 

1. Subbidang Data, Evaluasi, dan Pelaporan; 

2. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan 

3. Subbidang Inovasi dan Teknologi. 

c. Bidang   Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 

(tiga) subbidang, yaitu: 

1. Subbidang Ekonomi; 

2. Subbidang Keuangan dan Pengawasan; dan 

3. Subbidang Sumber Daya Alam. 

d. Bidang Sosial dan Pemerintahan Terdiri dari 3 (tiga) 

subbidang, yaitu: 

1. Subbidang Sosial; 

2. Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya 

Manusia; dan 

3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan 

Ketertiban Umum. 

e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari 3 (tiga) 

subbidang, yaitu : 

1. Subbidang Infrastruktur; 

2. Subbidang Perhubungan dan Komunikasi; dan 

3. Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup. 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

2. Judul Bagian Ketiga BAB V diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Bagian Ketiga 

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan 

 

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan Data. 

(2) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh 

Kepala Subbidang. 
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4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 22 

(1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

kegiatan perencanaan dan pendanaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan 

mempunyai uraian tugas pekerjaan: 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran subbidang;  

b. melaksanakan  inventarisasi data dan informasi 

bidang perencanaan dan pedanaan menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan strategis perencanaan dan 

pendanaan; 

c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis 

perencanaan dan pendanaan; 

d. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan 

kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan 

ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan 

holistik integratif; 

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta 

kebijakan perencanaan dan penganggaran 

penbangunan ekonomi makro daerah; 

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis 

perencanaan dan pengembangan pendanaan 

pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan 

keuangan daerah; 

g. koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah; 

h. melakukan penyusunan laporan dan 

pendokumentasian kegiatan subbidang; dan 

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugasnya. 

 

5. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 31 Desember 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

AGUS SANUSI 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 30 Desember 2019 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

                       

                         ttd. 

 

                     SAFRIAL 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019     

NOMOR 41    

 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG

SAFRIAL

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

SUBBIDANG 

BENCANA DAN LINGKUNGAN 

HIDUP

UPT

ttd.

SUBBIDANG 

PERENCANAAN DAN PENDANAAN

SUBBIDANG 

PENGAWASAN DAN KEUANGAN

SUBBIDANG 

PEMERINTAHAN DAN SUMBER 

DAYA MANUSIA

SUBBIDANG 

PERHUBUNGAN DAN KOMINFO

SUBBIDANG 

INOVASI DAN TEKNOLOGI 

SUBBIDANG 

SUMBER DAYA ALAM

SUBBIDANG 

KESEJAHTERAAN RAKYAT, 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM

BIDANG 

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN 

DATA

BIDANG 

EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

BIDANG 

SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

BIDANG 

SARANA DAN PRASARANA

SUBBIDANG 

DATA, EVALUASI, DAN 

PELAPORAN

SUBBIDANG 

EKONOMI

SUBBIDANG 

SOSIAL

SUBBIDANG 

INFRASTRUKTUR

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUBBAGIAN 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN, EVALUASI 

DAN PELAPORAN PROGRAM

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

SEKRETARIAT

KELOMPOK

 JABATAN FUNGSIONAL


